REPUBLIK INDONESIA

No.83, 2020 KEMEN-PUPR. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 27 /PRT/M/2018 TENTANG SERTIFIKAT LAIK
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemudahan berusaha, perlu
melakukan perubahan jangka waktu penerbitan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung untuk
Bangunan Gedung berupa bangunan gudang usaha
mikro, kecil, dan menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 249);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 96);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 27/PRT/M/2018 TENTANG
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018
Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 63

(1) Penerbitan atau perpanjangan SLF merupakan
proses yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen Permohonan
SLF diterima lengkap sampai dengan penerbitan
atau perpanjangan SLF.

(2) Dalam hal Bangunan Gedung baru berupa
bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan
menengah seluas 1.300 m? (seribu tiga ratus meter
persegi) dengan menggunakan desain prototipe,
penerbitan SLF dilaksanakan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen
permohonan SLF diterima lengkap oleh Pemerintah
Daerah.

(3) Dalam hal Permohonan SLF dikembalikan kepada
pemohon, jangka waktu proses penerbitan atau
perpanjangan SLF dihitung kembali dari awal.

(4) Bagan tata cara penerbitan SLF dan format

dokumen dalam proses penerbitan SLF untuk

www.peraturan.go.id



2020, No.83 4

Bangunan Gedung baru berupa bangunan gudang
UMKM seluas 1.300 m?2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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